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Abstrak 

Era Milenium Ketiga (Piliang, 2020) merupakan masa dimana munculnya 

perubahan sebuah struktur hubungan sosial serta kebiasaan dalam 

masyarakat karena teknologi (Susarla et al., 2012), berubahnya pola 

mobilitas masyarakat tersebut seharusnya menjadi perhatian bagi 

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Salah satu tantangan global yang 

menjadi perhatian Pemerintah adalah respon terhadap perkembangan 

digitalisasi, karena transformasi digital di sektor publik berkaitan peran 

pemerintah mengarahkan bagaimana sebuah teknologi digunakan oleh 

publik serta membentuk aktivitasnya sebagai bentuk konsekuensi 

penggunaan teknologi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) 

merupakan instansi pemerintah pusat bagian dari Kementerian Keuangan 

yang saat ini secara terus menerus melakukan perbaikan dengan penggunaan 

digitalisasi pada layanan publik dalam rangka reformasi birokrasi dan 

Transformasi Kelembagaan hingga mampu mendapatkan penghargaan “Top 

Digital Implementation 2022 Level Stars 5 & Top Leader on Digital 

Implementation 2022”. Dengan capaian dan proses yang telah dilakukan 

oleh DJBC, penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat bagaimana proses 

transformasi digital dan pada tahapan apa proses transformasi digital DJBC 

saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 

data primer berupa wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi 

pendukung atas pelaksanaan digitalisasi layanan cukai yang melibatkan Tim 

Evaluasi dan Pengembangan Sistem Aplikasi di Bidang Cukai serta Tim 

Pengembang Sistem Aplikasi Cukai. Hasil analisis menunjukan bahwa proses 

transformasi digital layanan cukai telah dilakukan sejak masih menggunakan 

tulisan diatas formulir, sistem recital tool, komputerisasi, hingga saat ini 

telah dilakukan secara otomasi. Capaian proses tersebut apabila dirujuk 

pada framework OECD (2016) telah berada pada peralihan tahapan kedua 

ke tahapan ketiga yaitu tahapan e-government menuju digital government, 

pada tahapan ini dapat terlihat dari fokus perubahan yang telah dicapai pada 

tujuan penggunaan, keterlibatan, aktivitas utama, serta pelayanan individu. 

Penulis menyakini capaian proses tersebut masih dapat berkembang dengan 

pengembangan ExSIS 4.0 yang saat ini sedang dilakukan. 

 

Abstract 



The Third Millennium Era (Piliang, 2020) is a period where changes in the 

structure of social relations and habits in society arise due to technology 

(Susarla et al., 2012), these changes in society's mobility patterns should be 

a concern for the Government as a policy maker. One of the global challenges 

that is of concern to the Government is the response to the development of 

digitalization, because digital transformation in the public sector is related 

to the government's role in directing how technology is used by the public and 

shaping its activities as a consequence of the use of technology. The 

Directorate General of Customs and Excise (DJBC) is a central government 

agency part of the Ministry of Finance which is currently continuously 

making improvements by using digitalization in public services in the context 

of bureaucratic reform and institutional transformation so that it is able to 

receive the "Top Digital Implementation 2022 Level Stars 5 &" award. Top 

Leader on Digital Implementation 2022”. With the achievements and 

processes that have been carried out by DJBC, this research aims to see how 

the digital transformation process is and at what stage the DJBC digital 

transformation process is currently. This research uses a descriptive 

qualitative approach with primary data in the form of interviews, field 

observations, and supporting documentation on the implementation of 

digitalization of excise services involving the Evaluation and Application 

System Development Team in the Excise Sector and the Excise Application 

System Development Team. The results of the analysis show that the digital 

transformation process of excise services has been carried out since it was 

still using writing on forms, a recital tool system, computerization, until now 

it has been carried out in an automated manner. The achievements of this 

process when referred to in the OECD framework (2016) are in the transition 

from the second stage to the third stage, namely the e-government stage 

towards digital government. At this stage it can be seen from the focus of 

changes that have been achieved in the purpose of use, involvement, main 

activities, and individual service. Author believes that the achievements of 

this process can still be developed with the development of ExSIS 4.0 which 

is currently being carried out. 
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